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ABSTRAK 

FORENSIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG 
PERLINDUNGAN KONSUMEN. 
 
     Oleh  

Muhammad Agung Dharmawan 
 
      Apakah yang menyebabkan timbulnya Forensik, Forensik adalah 

ilmu yang digunakan untuk tujuan hukum, bersifat tidak memihak yang 
merupakan bukti ilmiah untuk digunakan dalam kepentingan peradilan 
dan penyelidikan. Tindak kejahatan khususnya kejahatan surat-surat 
berharga merupakan tindakan yang tidak biasa lagi, tetapi sudah meraja 
lela di kota- besar. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan 
penelitian terhadap surat surat kendaraan serta kendaraannya, untuk 
dilakukan pengecekan  fisik secara komprehensip yang dinamakan 
Forensik. untuk membuktikan kepastian hukum dan keabsahan  surat 
surat kendaraan tersebut, selama pelaksanaan forensik semua kendaraan 
yang akan diperiksa ditahan oleh kepolisian dalam jangka tertentu. 
Perbuatan melawan hukum yang terjadi tanpa disadari oleh  konsumen  
dan pelaku usaha yang disebabkan akses informasi yang didapat tidak 
maksimal maka negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum 
dengan forensik 

   Bagaimana Hubungan Forensik dengan perlindungan konsumen, 
 Dengan adanya forensik yang memberikan manfaat, masing-masing 
pihak, baik pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha. Adapun 
manfaat bagi pihak konsumen adalah konsumen merasa terlindungi dari 
perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen serta merasakan 
aman dalam menggunakan barang dan/ jasa yang dihasilkan oleh pelaku 
usaha tersebut. Sedangkan manfaat yang bisa diperoleh bagi pelaku 
usaha adalah pelaku usaha akan lebih hati-hati dalam melakukan 
usahanya untuk dipergunakan oleh konsumen serta pelaku usaha akan 
menjaga kualitas barang dan/ jasa tersebut. Dengan demikian konsumen 
merasakan aman dan dalam menggunakan barang dan/ jasa tersebut. 

  
 

 
Kata Kunci : Forensik, Konsumen, perlindungan,Hukum, usaha 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara 

Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka  (machtsstaat).  Hal  itu  berarti  bahwa  Republik  indonesia  

ialah  negara hukum  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-

undang  Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala 

warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.1 

  Indonesia sebagai Negara demokrasi menjamin hak kemerdekan 

berbicara berekspresi dan kemerdekaan pers. Ketetapan untuk itu telah ditempuh 

negara lewat TAP MPR No. 17 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya 

dipertegas oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian kemerdekaan pers tertuang dalam 

Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap 

orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 

 
  1 M Karjadi & R Soesilo. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia, h. 8 
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sikap sesuai hati nuraninya”.  Selanjutnya Pasal 28  F Undang-Undang  Dasar  

1945  secara tegas menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak berkomunikasi dan 

memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya 

serta berhak untuk  mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi dengan mengunakan segala jenis saluran yang 

tersedia”. Disamping itu Pasal 28 G ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 

1945 juga mengetur sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri 

peribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 

kekuasaannya, serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman  

ketakutan  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 

  Kebebasan atau kemerdekaan berekspresi dan berpendapat dijamin oleh 

hukum demi menjaga kepentingan publik itu sendiri terlepas apakah ada hukum 

positif yang mengaturnya atau tidak, dalam prakteknya hal ini terbukti dengan 

adanya mekanisme dan keterbatasan bagi setiap media untuk dapat diakses oleh 

publik. Pers mungkin salah satu dari media tetapi media sendiri jelas tidak identik 

dengan pers karena pers akan berkonotasi kepada aktifitas jurnalistik, sementara 

media adalah wujud penyelenggaraan alat atau sistem komunikasi untuk 

menyebarkan informasi kepada publik secara bertanggungjawab. 

  Perkembangan  internet  di Indonesia  memang  tidak  terduga  

sebelumnya, teknologi informasi dan komunikasi telah megubah perilaku dan 
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pola pikir masyarakat secara global serta menyebabkan perubahan sosial, budaya, 

ekonomi, dan pola penegakana hukum yang berlangsung sedemikian cepat. 

beberapa  tahun yang lalu internet hanya di kenal oleh beberapa orang saja. Tetapi 

saat ini media internet di Indonesia berkembangg sangat pesat dan tidak 

mempunyai peraturan hukum, seseorang dapat saja dengan mudah menghujat, 

mencaci dan merusak nama baik pihak lain tanpa takut adanya tindakan hukum, 

oleh karena itu pemerintah  telah  membuat  dan  menetapkan  peraturan  hukum  

yang  mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik dalam suatu bentuk 

perundangan- undangan, yaitu undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah  satu  penyalahgunaan  internet  adalah 

pencemaran  nama  baik  yang dilakukan oleh seseorang terhadap pihak lain. Hal 

atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat 

dikatakan merupakan penistaan(smaad) atau pencemaran nama baik apabila 

dalam keadaan itu adalah tidak  benar  bagi  pihak  yang  menjadi  korban,  baik  

itu  merupakan  kerusakan reputasi ataupun yang membawa kerugian materil bagi 

pihak korban.   

  Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan 

pencemaran nama baik atau penistaan, baik dilakukan dengan kata kata atau 

tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi namun 

mengandung konotasi merusak reputasi seseorang. Dilihat dari KUHP 
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pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap 

seseorang yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan 

tertentu untuk diketahui orang banyak. Pada dasarnya, tindak pidana penistaan, 

penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur 

dalam KUHP dan beberapa perundang- undangan lain yang juga memuat 

ketentuan penistaan, penghinaan maupun pencemaran nama baik dalam 

beberapa pasalnya seperti Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran serta Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

 
  Tindak pidana penistaan (smaad) oleh pasal 310 KUHP dirumuskan 

sebagai dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  orang  

dengan  jalan menuduh  dia  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu  (beepaldfeit)  

dengan  tujuan yang nyata (kennelijk doel) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada 

khalayak ramai (ruchtbaarheid  geven).  Selanjutnya,  disebut  suatu  perbuatan  

berupa  dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan 

kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat dari 

tindak pidana penistaan.2  Pemberlakuan pasal penghinaan  atau  pencemaran  

nama  baik  yang diatur  baik  dalam  KUHP  maupun  pada  Undang-Undang  

 
 2 Wirjono Prodjodikoro. 2012. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.  Bandung: Refika 
Aditama, h. 97 
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No.11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroik sering menjadi 

sorotan tajam praktisi hukum bahkan juga masyarakat, aturan itu dinilai terlalu 

banyak menghambat hak kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat 

dimasyarakat terutama melalui media elektronik, dalam hal ini salah satunya 

Facebook. Aturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik  ini masih 

dipertahankan di Indonesia. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud 

pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media elektonik dalam 

hal ini khusus nya facebook adalah character assassination atau pembunuhan 

karakter. 

  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dibuat  antara  lain 

untuk memberikan semacam hak untuk mengumumkan informasi serta sebagai 

sarana hukum dalam pertanggungjawaban kejahatan pencemaran nama baik pada 

media   elektronik.   Pertanggungjawaban   pidana   diartikan   sebagai   perbuatan 

subjektif yang memenuhi  syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. 

Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi 

yang  sangat  penting  dengan  struktur  tindak  pidana,  karena  suatu  perbuatan 

dipandang sebagai tindak pidana dan merupakan gambaran penolakan 

masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian 

dicela. Jadi pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat  terjadi  setelah  seseorang  

melakukan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan suatu aturan hukum. 
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Dalam hal tersebut diatas jika itu adalah berbentuk surat menyurat yang 

ganda sementara pelaku usaha juga tidak mengetahi akan hal itu, tentu para pihak 

akan memastikan kebenaran hal tersebut dan menjadi kewajiban penegak hukum 

yang dapat melakukan forensik, sehingga konsumen merasa terlindungi hak 

haknya. terutama konsumen dibidang pengguna atau pemilik kendaraan sering 

menjadi objek pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian pada konsumen.  

Hal yang demikian tadi seakan-akan luput dari perhatian 

masyarakat,sehingga kehadiran serta peran penegak hukum sangatlah 

dibutuhkan, maka penegak hukum dapat melakukan forensik, Bertitik tolak dari 

uraian di atas maka mendorong penulis untuk menuangkannya dalam bentuk 

skripsi dengan judul : “Forensik Dalam Kaitannya dengan Perlindungan 

Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen”. 

 

B.  Permasalahan 

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :  

1. Apakah yang menyebabkan timbulnya Forensik? 
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2. Bagaimana hubungan antara Forensik dengan perlindungan konsumen 

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

konsumen ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang Lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik 

beratkan pada Forensik itu sendiri serta bagaimanakah bentuk dan kaitannya 

terhadap perlindungan konsumen. 

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah : 

a. Untuk mengetahui penyebab timbulnya Forensik 

b. Untuk mengetahui hubungan antara Forensik dengan perlindungan konsumen 

Hasil dari penelitian diharapkan berguna sebagai bahan tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater. 

 

D. Definisi Konseptual 

 Ilmu forensik adalah ilmu yang digunakan untuk tujuan hukum, bersifat 

tidak memihak yang merupakan bukti ilmiah untuk digunakan dalam kepentingan 

peradilan dan penyelidikan3). forensik berasal dari bahasa latin forensis yang 

 
3)  https://id.wikipedia.org/wiki/Forensik_digital, di akses tanggal 10 Juli 2022 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_forensik
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
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berarti " dari Luar". dan serumpun dengan kata forum yang berarti "tempat 

Umum" 

 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. 

 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

 

E. Metodologi Penelitian 

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan dalam penulisan skripsi ini, 

terutama yang bersangkut paut dengan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif, yang hanya 
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ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen 

Teknik pengumpulan data skunder di titik beratkan pada penelitian 

kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum 

skunder yang relevan. 

Teknik pengolahan data tekstual dilakukan dengan cara menganalisa 

sumber data yang didapat untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu 

kesimpulan.  

 

F. Definisi Operasional 

 Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Pasal 2 Perlindungan 

konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan 

keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. kemudian tujuan melindungi 

konsumen sebagaimana diatur pada pasal 3 (a).  meningkatkan kesadaran, 

kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;                      (b). 

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari 

ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; (c). meningkatkan pemberdayaan 

konsumen dalam  memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai 

konsumen; (d). menciptakan sistem perlindungan konsumen yang  mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; (e). menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 
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pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha; (f). meningkatkan kualitas barang dan/atau 

jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, 

kesehatan, kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan konsumen. 

Penegakan hukum tentu akan menjamin kepastian hukum bagi konsumen, 

juga bagi pelaku usaha.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan,  

ruang lingkup sebagai batasan terhadap materi, metodologi sebagai 

metode penelitian yang dipakai penulis dalam menulis skripsi ini, dan 

yang terakhir sistematika penulisan.  

 

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini  berisi paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini. 



 11 

 

Bab III  FORENSIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 

TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 Bab ini berisikan penjelasan mengenai pembahasan permasalahan 

yang menjelaskan secara normatif atas data yang ada untuk kemudian 

dianalisa. 

Bab IV PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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